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Abstract 

Open unemployment remains a major challenge in regional economic development, 
particularly in Bali Province, which heavily depends on the service and tourism sectors. This 
study aims to analyze the impact of Gross Regional Domestic Product, Minimum Wage by 
Regency/City, and Labor Force Participation Rate on the open unemployment rate in 
regencies/cities of Bali Province during the period 2020–2024. The study employs a 
quantitative, panel-data regression approach using secondary data from the Central Statistics 
Agency. The results show that all variables have a significant effect on the open unemployment 
rate simultaneously. Partially, Gross Regional Domestic Product has a negative but 
insignificant relationship, while the Minimum Wage by Regency/City has a negative and 
significant effect. The Labor Force Participation Rate also has a negative but insignificant 
effect. These findings indicate that economic growth in Bali has not been fully inclusive in 
generating employment, while minimum wage policies and increased labor force participation 
help reduce unemployment. The implications highlight the importance of policies that promote 
more inclusive economic growth, strengthen labor-intensive sectors, and improve workforce 
quality to support sustainable employment absorption. 
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Abstrak 

Pengangguran terbuka menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi 
daerah, khususnya di Provinsi Bali yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor jasa dan 
pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional 
Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap 
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Bali selama periode 2020–2024. 
Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel 
berbasis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terbuka. Secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan 
negatif namun tidak signifikan, sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh 
negatif dan signifikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga berpengaruh negatif namun 
tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Bali belum 
sepenuhnya inklusif dalam menciptakan lapangan kerja, sementara kebijakan upah minimum 
dan peningkatan partisipasi tenaga kerja berperan dalam menekan pengangguran. Implikasi 
penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
lebih merata, penguatan sektor padat karya, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk 
mendukung penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. 
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1. Pendahuluan 

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan 

ekonomi karena berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, distribusi 

pendapatan, dan stabilitas sosial. Tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan 

kualitas hidup masyarakat, memperbesar kesenjangan ekonomi, serta menghambat 

pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Secara global, pasar tenaga kerja 

mengalami tekanan signifikan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan 

perlambatan aktivitas ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, terutama 

pada negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor jasa 

dan pariwisata (Anward & Adi, 2024; Hidayat et al., 2023; Rassanjani et al., 2023). Di 

Indonesia, kondisi ketenagakerjaan mulai menunjukkan pemulihan pascapandemi, 

namun ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama, termasuk di 

Provinsi Bali yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pariwisata (Pardita et al., 

2023; Yasa et al., 2023). 

Provinsi Bali merupakan daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata 

dan jasa pendukungnya, sehingga sangat rentan terhadap guncangan eksternal, 

terutama selama pandemi COVID-19 (Andika & Arsyad, 2023; Dewa et al., 2023). 

Penurunan drastis jumlah wisatawan selama pandemi menyebabkan kontraksi 

ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto atas 

dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Provinsi Bali, sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan tajam dari sekitar 

Rp33,29 triliun pada tahun 2019 menjadi sekitar Rp16,72 triliun pada tahun 2020 atau 

turun hampir 50 persen. Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap 

meningkatnya pengangguran, terutama pada sektor akomodasi, makanan dan 

minuman, transportasi, perdagangan, serta sektor informal yang berkaitan erat dengan 

aktivitas wisata (Wulandari, 2023). Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah 

pengangguran terbuka di beberapa wilayah berbasis pariwisata seperti Kabupaten 

Badung yang mencapai 28.027 orang dan Kota Denpasar sebesar 20.977 orang pada 

tahun 2021. Walaupun perekonomian Bali mulai menunjukkan pemulihan 

pascapandemi yang tercermin dari meningkatnya kembali Produk Domestik Regional 

Bruto sektor pariwisata pada tahun 2022, pemulihan tersebut belum sepenuhnya 

diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara optimal. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya bersifat inklusif dalam 

menciptakan kesempatan kerja yang merata di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali. 

Fenomena tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah pengangguran terbuka 

di kabupaten/kota Provinsi Bali sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Data 

menunjukkan bahwa beberapa daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata 

seperti Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar mengalami 

jumlah pengangguran yang relatif tinggi pada periode pascapandemi. Kabupaten 

Badung sebagai pusat aktivitas pariwisata Bali mencatat jumlah pengangguran 

sebesar 28.027 orang pada tahun 2021 dan masih berada pada angka 6.340 orang 

pada tahun 2024. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Gianyar yang mencatat 20.064 

pengangguran pada tahun 2021 dan 6.466 orang pada tahun 2024. Sementara itu, 
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Kota Denpasar mencatat jumlah pengangguran sebesar 20.977 orang pada tahun 

2021 dan menurun menjadi 7.432 orang pada tahun 2024. Meskipun tren 

pengangguran menunjukkan penurunan pada sebagian besar kabupaten/kota, jumlah 

tersebut masih relatif tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Data ini 

menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata belum sepenuhnya mampu 

mengembalikan kondisi pasar tenaga kerja seperti sebelum pandemi. 

Tabel 1. Jumlah Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 
Tahun 2021–2024 

Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 

Jembrana 7.354 7.074 5.106 3.133 
Tabanan 10.939 11.000 7.520 5.357 
Badung 28.027 28.650 9.080 6.340 
Gianyar 20.064 22.921 9.687 6.466 
Klungkung 5.577 2.262 1.698 1.574 
Bangli 2.659 1.146 1.298 1.261 
Karangasem 6.099 8.629 8.602 5.285 
Buleleng 11.473 15.330 13.120 9.873 

Denpasar 20.977 18.754 10.564 7.432 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2025) 

Secara teoretis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran 

dijelaskan melalui Hukum Okun yang menyatakan adanya hubungan negatif antara 

output riil dan tingkat pengangguran (Azaluddin & Hanifa, 2021; Palahudin et al., 2024). 

Artinya, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto seharusnya diikuti oleh 

penurunan tingkat pengangguran karena meningkatnya aktivitas produksi akan 

mendorong penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam praktiknya, peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto tidak selalu mampu menciptakan lapangan kerja 

secara proporsional, terutama pada wilayah dengan struktur ekonomi yang 

terkonsentrasi pada sektor tertentu. Dalam konteks Bali, pertumbuhan ekonomi yang 

bertumpu pada pariwisata cenderung sensitif terhadap perubahan kondisi global, 

sehingga ketika sektor pariwisata mengalami kontraksi, dampaknya langsung 

dirasakan pada penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, pada masa pemulihan, 

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto belum tentu diikuti dengan peningkatan 

kesempatan kerja karena sebagian pelaku usaha lebih fokus pada efisiensi 

operasional dan penggunaan teknologi dibandingkan ekspansi tenaga kerja. Kondisi 

ini menunjukkan adanya fenomena pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan 

kerja yang optimal. 

Selain Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum juga memiliki keterkaitan 

erat dengan dinamika ketenagakerjaan di Bali. Teori upah efisiensi menjelaskan 

bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, loyalitas 

pekerja, dan stabilitas pasar kerja (Ahmaddien & Sa’dia, 2020; Siregar et al., 2020). 

Dalam sektor pariwisata, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber 

daya manusia, sehingga peningkatan upah minimum berpotensi meningkatkan 

motivasi kerja dan kualitas layanan wisata. Di sisi lain, peningkatan upah minimum 

juga dapat menjadi beban bagi pelaku usaha apabila tidak diimbangi dengan 

peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, hubungan antara upah minimum dan 
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pengangguran masih menjadi perdebatan empiris, khususnya pada daerah yang 

perekonomiannya bergantung pada sektor jasa dan pariwisata seperti Bali. 

Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencerminkan besarnya penduduk 

usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja di Bali pascapandemi menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, 

terutama pada sektor jasa, perdagangan, dan usaha mikro yang berkaitan dengan 

pemulihan pariwisata (Firda & Amar, 2019; Putri et al., 2022; Winarto et al., 2022). 

Secara teoritis, peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat menjadi indikator 

membaiknya kondisi ekonomi. Namun, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja 

tidak diimbangi dengan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja 

tambahan, maka pengangguran terbuka tetap berpotensi meningkat. Oleh karena itu, 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi variabel penting dalam menjelaskan 

dinamika pasar tenaga kerja daerah. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto, upah minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

terhadap pengangguran. Sebagian besar penelitian masih dilakukan pada level 

nasional atau hanya membahas satu atau dua variabel secara parsial, sehingga belum 

mampu menjelaskan interaksi ketiga variabel tersebut secara simultan pada daerah 

berbasis pariwisata (Ajith et al., 2024; Baihawafi & Sebayang, 2023; Karo et al., 2023; 

Mahendra et al., 2021). Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan 

periode sebelum atau selama pandemi, sehingga belum banyak penelitian yang 

secara khusus menganalisis kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi di tingkat 

kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian terdahulu juga cenderung belum mengaitkan 

secara langsung relasi antara pemulihan sektor pariwisata dengan perubahan Produk 

Domestik Regional Bruto, kebijakan upah minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, masih terdapat 

research gap terkait bagaimana interaksi antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan 

upah minimum, dan partisipasi angkatan kerja mempengaruhi tingkat pengangguran 

terbuka pada daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata. 

Berdasarkan research gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis 

empiris yang mengintegrasikan Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum 

Kabupaten/Kota, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan 

menggunakan model data panel pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali selama 

periode pemulihan ekonomi 2020–2024. Penelitian ini tidak hanya menyoroti 

hubungan antarvariabel ekonomi makro terhadap pengangguran, tetapi juga 

mengaitkannya dengan karakteristik ekonomi Bali yang berbasis sektor pariwisata dan 

jasa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai 

bagaimana pemulihan sektor pariwisata mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja 

regional melalui perubahan aktivitas ekonomi, kebijakan pengupahan, dan partisipasi 

tenaga kerja masyarakat. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Tingkat Partisipasi 
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Angkatan Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi 

Bali selama periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik dalam pengembangan studi ketenagakerjaan regional serta 

menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan 

penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya pada 

sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata dan jasa. 

2. Tinjauan Pustaka 

Teori Okun 

Teori Okun membahas tentang pengangguran dan kemiskinan, dijelaskan bahwa 

pengangguran menjadi parameter makroekonomi sebagai representasi jumlah 

angkatan kerja yang tidak terserap dalam kegiatan produksi (Hawariyuni & Andrasari, 

2022; Maryati et al., 2021; Susanto et al., 2018). Tingginya angka pengangguran tidak 

hanya menunjukkan adanya masalah dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga 

berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan suatu wilayah (Baihawafi & Sebayang, 

2023). Arthur M. Okun melalui Okun’s Law menjelaskan terdapat korelasi negatif 

antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran (Efrianti et al., 2018; 

Hawariyuni & Andrasari, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung 

diikuti oleh naiknya penampungan tenaga kerja, yang berdampak pada penurunan 

nilai pengangguran. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, maka 

pengangguran cenderung meningkat. 

Dalam kerangka Okun’s Law, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi memiliki peranan 

sebagai faktor penentu dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, perlu dipahami 

bahwa jenis pertumbuhan ekonomi juga memengaruhi sejauh mana pengangguran 

dapat dikurangi (Maryati et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat karya 

(labor intensive) akan lebih efektif dalam menekan angka pengangguran dibandingkan 

pertumbuhan yang hanya mengandalkan teknologi dan modal (Hidayat et al., 2023). 

Dengan demikian, meskipun ekonomi tumbuh tinggi, jika pertumbuhan tersebut lebih 

banyak terjadi di sektor yang padat modal, dampaknya terhadap penyerapan tenaga 

kerja bisa terbatas. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto tidak selalu berkorelasi positif dengan penurunan tingkat 

pengangguran, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh penciptaan 

lapangan kerja yang inklusif (Effendy, 2019). 

Teori Upah Efisiensi 

Teori upah efisiensi berangkat dari gagasan bahwa perusahaan memiliki insentif 

membayar upah di atas tingkat kliring pasar untuk memperoleh kinerja dan disiplin 

kerja yang lebih tinggi (Ahmaddien & Sa’dia, 2020). Dalam kerangka shirking model, 

upah yang relatif tinggi meningkatkan biaya peluang bagi pekerja jika tertangkap 

menurunkan effort (shirking), sehingga meminimalkan moral hazard dan 

meningkatkan produktivitas (Dickens & Katz, 1987; Katz, 1986). Di sisi lain, 

pendekatan fair wage-effort menunjukkan bahwa pekerja merespons persepsi 

“keadilan upah”; bila upah dianggap adil atau lebih tinggi, usaha (effort) meningkat dan 
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turnover menurun, sehingga perusahaan diuntungkan oleh stabilitas dan pengetahuan 

spesifik yang terjaga (Bewley, 2004; Levine et al., 2002). 

Implikasi kebijakan untuk konteks UMP/UMK adalah bahwa penyesuaian upah 

minimum perlu diselaraskan dengan produktivitas dan struktur biaya; di satu sisi, dapat 

mendorong produktivitas dan mengurangi pergantian; di sisi lain, bila terlalu jauh dari 

produktivitas marjinal, dapat menekan penyerapan kerja, terutama pada usaha 

berbiaya tipis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengemukakan bahwa semakin 

tinggi upah minimum yang ditetapkan, akan berakibat pada penurunan jumlah tenaga 

kerja yang terserap, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

(Prawira, 2018). Fenomena ini relevan dengan teori permintaan tenaga kerja, di mana 

kenaikan upah dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja oleh 

perusahaan (Nabila & Rozaini, 2022). Peningkatan upah yang tidak diimbangi 

peningkatan produktivitas dapat mendorong pengusaha untuk mengurangi jumlah 

pekerja demi menjaga efisiensi biaya produksi, yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan peningkatan pengangguran (Wardiansyah et al., 2017). 

Teori Pasar Tenaga Kerja & Partisipasi (TPAK) 

Dalam teori pasar tenaga kerja, upah juga dapat berfungsi sebagai insentif yang 

meningkatkan motivasi dan efisiensi pekerja, sesuai dengan teori upah efisiensi (Hafiz 

et al., 2021; Wangge & Anggrismono, 2024). Menurut teori ini, upah yang lebih tinggi 

dapat memotivasi pekerja untuk meningkatkan output dan kualitas kerja mereka, 

sekaligus mengurangi tingkat perputaran karyawan (Rahmi & Riyanto, 2022). Hal ini 

didukung oleh pandangan bahwa upah tinggi dapat menarik tenaga kerja yang lebih 

berkualitas dan mengurangi biaya perekrutan serta pelatihan pekerja baru (Fernandus, 

2018). Sebaliknya, upah yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan inefisiensi, 

mengurangi kepuasan kerja, dan mendorong pekerja untuk mencari peluang di 

perusahaan lain, sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran 

(Rahayu, 2019; Senasi et al., 2021). 

Peningkatan upah minimum yang signifikan, terutama di atas tingkat yang 

seimbang, berpotensi mengurangi permintaan tenaga kerja karena perusahaan 

beralih ke substitusi modal atau mengurangi skala produksi (Diartho & Hanuraga, 

2018; Sulistiyanti et al., 2023; Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Bagi pekerja, respons 

terhadap peningkatan upah minimum, terutama pada tenaga kerja tidak terampil, 

dapat lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja terampil, yang berpotensi meningkatkan 

penawaran tenaga kerja di sektor formal (Tridiana & Widyawati, 2018). Namun, 

peningkatan penawaran tenaga kerja akibat upah minimum yang lebih tinggi dapat 

diimbangi oleh dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja jika biaya produksi 

perusahaan meningkat signifikan, yang mengarah pada pengurangan karyawan atau 

otomatisasi (Arif et al., 2021; Rochmani et al., 2017). Kondisi ini menimbulkan dilema 

kebijakan di mana intervensi pasar untuk kesejahteraan pekerja melalui upah 

minimum dapat berimplikasi pada distorsi pasar tenaga kerja dan peningkatan 

pengangguran, terutama bagi segmen pekerja dengan produktivitas marjinal yang 

lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan (Marini & Putri, 2020; Syamiya et al., 

2023). 
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3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data 

sekunder dalam bentuk data panel, yaitu gabungan antara data runtut waktu dan data 

penampang silang. Data penelitian mencakup sembilan kabupaten/kota di Provinsi 

Bali selama periode 2020–2024, sehingga unit analisis penelitian ini adalah 

kabupaten/kota per tahun pengamatan. Sumber data berasal dari publikasi resmi 

Badan Pusat Statistik. Pendekatan data panel dipilih karena mampu menjelaskan 

variasi antarwilayah sekaligus perubahan antarwaktu, sehingga memberikan hasil 

estimasi yang lebih informatif dibandingkan penggunaan data runtut waktu atau 

penampang silang secara terpisah (Khafidzin & Istifadah, 2020; Supandi et al., 2022). 

Pemilihan metode ini juga memungkinkan untuk mengendalikan heterogenitas yang 

tidak teramati antarunit, yang dapat memengaruhi hubungan antarvariabel (Sari & 

Setyowati, 2022). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu 

persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja pada masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel independen terdiri atas Produk Domestik 

Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja. Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai total nilai tambah barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu dan digunakan untuk 

menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi wilayah. Upah Minimum Kabupaten/Kota 

merupakan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah untuk 

melindungi tenaga kerja dan menjadi indikator kebijakan pengupahan. Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif 

secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Definisi operasional 

tersebut digunakan agar setiap variabel memiliki batasan yang jelas dan dapat diukur 

secara konsisten berdasarkan data resmi. 

Hubungan antarvariabel dianalisis menggunakan model regresi data panel. Secara 

matematis, model penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽2𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑃𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

dimana: 

𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡   = tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota 𝑖 tahun 𝑡, 
𝛼   = konstanta, 
𝛽1, 𝛽2, 𝛽3  = koefisien regresi masing-masing variabel independen, 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 = Produk Domestik Regional Bruto pada kabupaten/kota 𝑖tahun 𝑡, 

𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡  = Upah Minimum Kabupaten/Kota pada kabupaten/kota 𝑖tahun 𝑡, 
𝑇𝑃𝐴𝐾𝑖𝑡  = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada kabupaten/kota 𝑖tahun 𝑡, 
𝜀𝑖𝑡   = komponen galat. 

Estimasi model dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model, 

Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Untuk menentukan model yang paling 

tepat, dilakukan serangkaian pengujian pemilihan model (Agustin, 2022). Uji Chow 

digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih sesuai adalah Common Effect 

Model atau Fixed Effect Model. Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed 
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Effect Model dan Random Effect Model. Apabila diperlukan, uji Lagrange Multiplier 

dapat digunakan untuk membandingkan Common Effect Model dengan Random 

Effect Model. Melalui tahapan ini, model akhir dipilih berdasarkan hasil pengujian 

statistik sehingga estimasi yang dihasilkan lebih konsisten dan sesuai dengan 

karakteristik data penelitian (Hasanah & Kamal, 2022; Pangestu, 2022). 

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penyusunan 

dan tabulasi data panel berdasarkan kabupaten/kota dan tahun pengamatan. Tahap 

kedua adalah estimasi model regresi data panel menggunakan perangkat lunak 

EViews 12. Tahap ketiga adalah pengujian signifikansi parameter, yang meliputi uji 

simultan menggunakan uji F untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka, serta uji 

parsial menggunakan uji t untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen 

secara individual. Tahap berikutnya adalah menghitung koefisien determinasi (𝑅2) 

untuk mengetahui seberapa besar variasi tingkat pengangguran terbuka dapat 

dijelaskan oleh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. 

Pemilihan regresi data panel dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuan 

metode tersebut dalam menangkap karakteristik khusus masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Bali sekaligus perubahan kondisi ekonomi selama periode 

2020–2024. Dengan rancangan metode seperti ini, penelitian diharapkan 

menghasilkan temuan empiris yang lebih akurat, dapat diuji ulang oleh peneliti lain, 

dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Hasil penelitian 

Pada tahap awal, pemilihan model dilakukan dengan menguji tiga jenis model panel: 

Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model 

(REM). Uji pemilihan model dimulai dengan estimasi menggunakan CEM, yang 

disajikan pada Tabel 2. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa meskipun ada hubungan 

antara variabel yang diuji dengan tingkat pengangguran terbuka, namun nilai F-

statistic yang tinggi menunjukkan adanya signifikansi pada model ini. Meskipun 

demikian, untuk memastikan model yang paling tepat, dilakukan pengujian lebih lanjut 

dengan menggunakan model lainnya. 

Tabel 2. Hasil Uji CEM 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 44,44263 6,424252 6,917946 0,0000 
PDRB 5,35E-05 2,44E-05 2,193417 0,0340 
UMK -7,11E-06 2,00E-06 -3,546271 0,0010 
TPAK -0,299399 0,062899 -4,760020 0,0000 
F-statistic 17,70258 

  
0,0000 

Hasil uji CEM pada Tabel 2 menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

beberapa variabel dengan tingkat pengangguran terbuka. Namun, pengujian ini tidak 

dapat dijadikan model final karena pengujian lebih lanjut diperlukan untuk memilih 
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model yang lebih tepat. Oleh karena itu, model berikutnya yang diuji adalah Fixed 

Effect Model (FEM), yang lebih mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar 

wilayah. 

Pada Tabel 3, disajikan hasil estimasi dengan menggunakan Fixed Effect Model 

(FEM). Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa model FEM menghasilkan koefisien 

yang lebih baik, dengan nilai R-squared yang lebih tinggi, yaitu 0.889112, yang 

menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan variasi tingkat pengangguran 

terbuka dengan lebih baik. Uji F pada model FEM menunjukkan nilai signifikansi yang 

lebih kuat, yang mengindikasikan bahwa model ini lebih tepat untuk digunakan. Selain 

itu, pengujian menggunakan uji Chow yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan 

bahwa model FEM lebih sesuai dibandingkan dengan model CEM, dengan nilai 

probabilitas yang sangat kecil. 

Tabel 3. Hasil Uji FEM 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 41,49116 5,676196 7,309677 0,0000 
PDRB -7,16E-05 4,43E-05 -1,616795 0,1154 
UMK -9,88E-06 1,97E-06 -5,019580 0,0000 
TPAK -0,117634 0,061629 -1,908726 0,0650 

Root MSE 0,683484 
   

R-squared 0,889112 
   

Mean dependent var 3,641111 
   

Adjusted R-squared 0,852150 
   

Dengan menggunakan model FEM, didapatkan hasil yang lebih konsisten dan 

menunjukkan pengaruh yang lebih jelas antara variabel independen dan tingkat 

pengangguran terbuka. Hasil uji Chow yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan 

bahwa model FEM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan CEM, sehingga 

pemilihan model FEM sudah tepat. 

Tabel 4. Hasil Uji Chow 
Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 12,081880 (8,33) 0,0000 
Cross-section Chi-square 61,576642 8 0,0000 

Tabel 5. Hasil Uji REM 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 53,10037 4,386098 12,10652 0,0000 
PDRB 6,98E-05 2,27E-05 3,071779 0,0038 
UMK -1,12E-05 1,55E-06 -7,236080 0,0000 
TPAK -0,272852 0,048821 -5,588842 0,0000 

Pada Tabel 4, hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas yang sangat kecil 

(0.0000), yang mengindikasikan bahwa model Fixed Effect lebih sesuai dibandingkan 

dengan Common Effect Model. Oleh karena itu, model FEM dipilih sebagai model yang 

paling tepat untuk digunakan dalam analisis ini. Selanjutnya, dilakukan uji Random 

Effect Model (REM), yang disajikan pada Tabel 5. Hasil estimasi REM menunjukkan 

koefisien yang signifikan, namun pengujian menggunakan uji Hausman yang disajikan 

pada Tabel 6 menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih konsisten dan lebih tepat 
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digunakan daripada Random Effect. Oleh karena itu, hasil analisis selanjutnya 

didasarkan pada estimasi menggunakan model FEM. 

Tabel 6. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 36,281092 3 0,0000 

Hasil uji Hausman yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa model Fixed 

Effect lebih konsisten daripada model Random Effect, dengan nilai probabilitas yang 

sangat kecil. Oleh karena itu, model FEM dipilih untuk analisis lebih lanjut, sehingga 

persamaan regresi linear data panel yang digunakan dalam riset dirumuskan mengacu 

pada hasil estimasi menggunakan FEM sebagai berikut: 

𝑇𝑃𝑇 =  41,49116 −  0,0000716 𝑃𝐷𝑅𝐵 −  0,00000988 𝑈𝑀𝐾 −  0,1176 𝑇𝑃𝐴𝐾 

Selanjutnya, uji F menunjukkan bahwa model regresi secara simultan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nilai F-statistic yang 

tinggi (24.05442) dan probabilitas yang sangat kecil (0.000000) menunjukkan bahwa 

perubahan dalam PDRB, UMK, dan TPAK dapat secara signifikan menjelaskan variasi 

tingkat pengangguran terbuka di Bali. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang disajikan pada Tabel 7, masing-masing 

variabel independen menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Variabel Produk Domestik Regional Bruto 

memiliki koefisien sebesar -7,16E-05 dengan nilai probabilitas 0,1154, yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial 

Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka. Meskipun demikian, arah koefisien yang negatif 

mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi cenderung diikuti oleh 

penurunan pengangguran, namun dampaknya belum cukup kuat secara statistik. 

Selanjutnya, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota menunjukkan koefisien 

sebesar -9,88E-06 dengan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari 5 persen. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya, peningkatan upah 

minimum cenderung diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka, yang 

dapat mencerminkan meningkatnya daya tarik pasar kerja serta perbaikan kondisi 

ekonomi tenaga kerja di daerah. 

Tabel 7. Hasil Uji T 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 41,49116 5,676196 7,309677 0,0000 
PDRB -7,16E-05 4,43E-05 -1,616795 0,1154 
UMK -9,88E-06 1,97E-06 -5,019580 0,0000 
TPAK -0,117634 0,061629 -1,908726 0,0650 

Sementara itu, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki koefisien 

sebesar -0,117634 dengan nilai probabilitas 0,0650. Nilai ini lebih besar dari 5 persen, 

sehingga dapat dikatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini 
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menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja cenderung diikuti dengan 

penurunan tingkat pengangguran terbuka, meskipun pengaruhnya belum cukup kuat. 

Terakhir, nilai R-squared yang tinggi (0.8891), yang menunjukkan bahwa model 

regresi dapat menjelaskan sekitar 88,91 persen variasi dalam tingkat pengangguran 

terbuka di Bali. Sisanya, sebesar 11,09 persen, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model. 

4.2. Pembahasan 

Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Pengangguran Terbuka  

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki 

hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi 

Bali, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto belum secara langsung diikuti oleh 

penurunan pengangguran terbuka. Secara teoretis, kondisi ini tidak sepenuhnya 

sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan adanya hubungan negatif yang kuat 

antara pertumbuhan output dan pengangguran, sehingga mengindikasikan adanya 

fenomena pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja (Asmara & Saleh, 2024; 

Sasongko et al., 2020; Satrio et al., 2023). Meskipun demikian, beberapa studi lain 

juga menemukan hasil serupa, di mana PDRB berpengaruh negatif terhadap 

pengangguran namun tidak signifikan (Pamuji et al., 2024), atau bahkan signifikan 

(Sembiring & Sasongko, 2019; Yuninda & Rahayu, 2024), menunjukkan kompleksitas 

hubungan antara PDRB dan tingkat pengangguran yang dapat bervariasi antar 

wilayah dan periode waktu.  

Hasil ini juga sejalan dengan beberapa penelitian empiris di negara berkembang 

yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat inklusif, terutama 

pada daerah dengan struktur ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor tertentu 

(Elpisah et al., 2021; Manek & Badrudin, 2017; Thahir et al., 2021). Dalam konteks 

Provinsi Bali, ketergantungan yang tinggi pada sektor pariwisata dan jasa 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat sektoral dan rentan terhadap 

guncangan eksternal, sehingga tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang stabil 

secara merata. Implikasi teoretis dari temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi perlu disertai dengan diversifikasi sektor dan kebijakan penciptaan lapangan 

kerja agar mampu menurunkan pengangguran secara signifikan, sedangkan secara 

praktis pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor produktif lain yang 

lebih padat karya. 

Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Tingkat Pengangguran Terbuka  

Di sisi lain, Upah Minimum Kabupaten/Kota terbukti memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Hasil ini 

menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berkorelasi dengan penurunan 

tingkat pengangguran terbuka di berbagai kabupaten/kota. Temuan ini mendukung 

teori upah efisiensi yang menyatakan bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja, menurunkan tingkat turnover, dan memperkuat stabilitas 
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pasar tenaga kerja (Rahmi & Riyanto, 2022; Wangge & Anggrismono, 2024). 

Sebaliknya, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum 

dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan, terutama 

pada sektor dengan margin keuntungan tipis, yang berpotensi meningkatkan 

pengangguran (Umar et al., 2020).  

Hasil lain beberapa studi empiris di Indonesia menemukan bahwa kebijakan upah 

minimum tidak selalu meningkatkan pengangguran, melainkan dapat memperbaiki 

kualitas tenaga kerja dan mendorong permintaan tenaga kerja apabila selaras dengan 

produktivitas (Ahmaddien & Sa’dia, 2020; Arif et al., 2021; Nabila & Rozaini, 2022). Di 

Provinsi Bali, dominasi sektor jasa dan pariwisata yang relatif sensitif terhadap kualitas 

layanan menjadikan peningkatan upah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja 

tenaga kerja dan daya saing usaha. Implikasi dari hasil ini memperkuat relevansi 

pendekatan upah efisiensi dalam pasar tenaga kerja regional, sedangkan secara 

praktis menunjukkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum yang tepat dapat 

menjadi instrumen untuk menekan pengangguran sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan pekerja. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka  

Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan pengaruh negatif 

namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar 

tenaga kerja cenderung diikuti oleh penurunan pengangguran terbuka. Temuan ini 

sejalan dengan teori pasar tenaga kerja dalam perspektif makroekonomi yang 

menyatakan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja mencerminkan 

membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya peluang kerja (Kurniasari, 2021; 

Rahmawati & Hidayah, 2020). Hasil ini juga didukung oleh pendekatan penyesuaian 

pasar tenaga kerja, di mana peningkatan aktivitas ekonomi mendorong keseimbangan 

antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (Suryono et al., 2022). Namun 

demikian, interpretasi ini harus mempertimbangkan dinamika penyesuaian pasar 

tenaga kerja lokal, di mana peningkatan partisipasi dapat pula terjadi akibat dorongan 

ekonomi keluarga atau transisi demografi. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi 

angkatan kerja dapat menurunkan pengangguran apabila diimbangi dengan 

kemampuan pasar dalam menyerap tenaga kerja tambahan (Harsoyo & 

Sulistyaningrum, 2018; Rahmawati & Hidayah, 2020). Penelitian lain juga 

mengungkapkan bahwa daerah dengan daya tarik pencarian kerja yang tinggi 

cenderung memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran 

terbuka yang tinggi karena menarik banyak pencari kerja (Septiyanto & Tusianti, 

2020). Dalam konteks Provinsi Bali, temuan ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga 

kerja relatif adaptif dalam menyerap tambahan angkatan kerja, khususnya pada fase 

pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Secara teoretis, implikasi dari hasil penelitian ini 

menegaskan urgensi integrasi antara dimensi penawaran dan permintaan tenaga kerja 

dalam analisis dinamika pengangguran, sementara secara praktis, pemerintah daerah 

wajib memastikan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja diimbangi dengan 
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penciptaan peluang kerja yang berkelanjutan agar penurunan tingkat pengangguran 

terbuka dapat tercapai secara konsisten. 

5. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum 

Kabupaten/Kota, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Bali 

periode 2020–2024. Secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto memiliki 

hubungan negatif namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi belum secara efektif menurunkan pengangguran. Upah Minimum 

Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga peningkatan upah 

minimum terbukti berkorelasi dengan penurunan pengangguran terbuka. Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan, yang 

mencerminkan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja cenderung diikuti oleh 

peningkatan penyerapan tenaga kerja, meskipun belum optimal di seluruh wilayah 

kabupaten/kota di Provinsi Bali. 

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi yang dapat diberikan adalah perlunya 

kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis 

penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui penguatan sektor padat karya di luar 

sektor pariwisata. Kebijakan penetapan upah minimum perlu tetap dijaga agar selaras 

dengan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 

pekerja tanpa menghambat penyerapan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan 

partisipasi angkatan kerja perlu diimbangi dengan program peningkatan keterampilan, 

pengembangan kewirausahaan, dan penciptaan peluang kerja baru agar pasar tenaga 

kerja mampu menyerap tambahan tenaga kerja secara berkelanjutan. 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya 

menggunakan tiga variabel independen, yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Upah 

Minimum Kabupaten/Kota, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sehingga belum 

mampu menangkap seluruh faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. 

Kedua, periode penelitian terbatas pada tahun 2020–2024 yang merupakan masa 

pemulihan pascapandemi, sehingga dinamika jangka panjang pasar tenaga kerja di 

Provinsi Bali belum dapat dianalisis secara menyeluruh. Ketiga, penelitian ini belum 

memasukkan variabel spesifik sektor pariwisata seperti jumlah kunjungan wisatawan, 

tingkat okupansi hotel, atau investasi sektor pariwisata yang kemungkinan memiliki 

hubungan langsung dengan kondisi ketenagakerjaan di Bali. 

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel 

lain yang berkaitan dengan struktur ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia, 

investasi, dan indikator sektor pariwisata agar mampu memberikan analisis yang lebih 

komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas periode pengamatan 

serta menggunakan pendekatan metodologi lain, seperti regresi spasial atau model 

dinamis, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan 
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antarvariabel dan perbedaan karakteristik pasar tenaga kerja antarwilayah di Provinsi 

Bali. 
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